GUBERNUR JAMBI
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR %% /KEP.GUB/DPM-PTSP-7/2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
investasi, serta mempedomani Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang
.Pendelegasian ~ Wewenang  Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
Jambi;

—
-

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Mengingat :
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Pcraturr_m Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndone§m Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indc_mcsin Nomor 5234) scbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161,
Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6807);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor
6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2917
tentang Penyelenggaraan Pelayanan ']‘crpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956); .

a Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

12 Eel'-l‘?athu;?ln "_2{065 1al tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman 21\'!0'2181
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
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13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan,
dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734),

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintahan Provinsi
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 11);

16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31);

17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 31)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :  Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini.
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Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2023

Tembusan:

1s
-

PR NSes

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia;

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

Ketua DPRD Provinsi Jambi;

Wakil Gubernur Jambi;

Inspektur Provinsi Jambi;

Kepala Badan/Dinas Instansi Terkait Provinsi Jambi;

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR /KEP.GUB/DPM.PTSP-7 /2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
r SATU PINTU PROVINSI JAMBI

I. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. Perizinan Berusaha Ber-Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (melalui
Online Single Submission):

sektor pertanian;

sektor kesehatan;,

sektor energi sumber daya mineral;

sektor pariwisata,

sektor kehutanan;

sektor lingkungan hidup;

sektor perikanan dan kelautan;

sektor perindustrian;

sektor perhubungan;

sektor ketenagakerjaan; dan

sektor Perdagangan.
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B. Perizinan Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sektor
pekerjaan umum dan perumahan rakyat

C. Perizinan Non Berusaha Non Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat

D. Nonperizinan (Non Online Single Submission)
sektor peternakan,;

sektor perkebunan;

penelitian;

sosial;

kehutanan; dan

Perhubungan

a
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Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31
Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelcnggm
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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111.PROSEDUR/MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

Masyarakat/pengguna
jasa

Menyampaikan Pengaduan

Ruang Pengaduan | Unit Kerja Penanganan

Pengaduan
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“Telp

-e-mail

-8SM8

-Kotak Pengaduan

l

Pembahasan
Web site Anallsa Penyebab [
-Langsung l
Menetapkan
Tindnkan
Memberikan Informasi
pada Pemohon
Menerima Informasi <— \
___.____.—-—'—'-"__-_-—'
Melakukan Tindakan
penyelesalan bersama
instansl terkait
Verifikasi
Pernyataan Tidak
Puas/Tidak
J
Ya
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